BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya
sampai matinya salah seorang suami istri. Oleh karena itu seorang muslim
idealnya sekali menikah untuk seumur hidup. Dalam suatu perjanjian atau
perikatan yang sifatnya biasa, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa,
perburuhan dan perjanjian lain yang melibatkan dua pihak atau lebih, para pihak
yang terlibat mengharapkan agar perjanjian atau perikatan yang mereka buat itu
kokoh dan kuat. Pernikahan bukan perikatan biasa, selain mengandung nilai
ibadah, al-Quran menyebutnya perjanjian yang sangat kuat (mnitsagan ghalidzan),
yang dilandasi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), untuk
membentuk rumah tangga yang tenteram dan damai (sakinah). Inilah sebenarnya
yang dikehendaki agama Islam. Oleh karena ikatan suami istri itu sebagai ikatan
yang kokoh, kuat dan suci, maka tidak selayaknya suami istri begitu mudah
memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang mau merusak dan

menghancurkannya.

! Supriatna, Figih Munakahat I, (Y ogyakarta: TERAS, 2009), 2-3



Syariat Islam adalah syariat yang riil dan ideal. Riil artinya mengakui
realitas kehidupan dan ideal artinya mempunyai prinsip dan cita-cita mulia untuk
kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa. Syariat Islam tidak menjadikan
realitas semata sebagai asas hukum dan tidak menafikan realitas demi untuk
mempertahankan cita-cita yang mulia. Syariat Islam berusaha merealisasikan
cita-cita mulia dan mengobati realita yang dijiwai oleh kemudahan dan
mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu sekalipun syariat Islam menghendaki
agar akad nikah itu selama hayat di kandung badan, kalau dalam realitanya
antara suami istri itu sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Islam
memperbolehkan bercerai. Apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan,
memaksa suami istri untuk tetap bersatu, justru kemudharatan yang akan terjadi.
Sekalipun demikian, perceraian hanyalah sebagai pintu darurat yang baru dibuka
apabila keadaan memang sangat mendesak dan berbagai upaya yang ditempuh
untuk mempertahankan ikatan perkawinan tetap tidak berhasil. Dengan
demikian, perceraian adalah suatu jalan keluar yang paling baik.?

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam
undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya
hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama

ini hidup sebagai suami istri. Dan perceraian itu sendiri hanya dapat dilakukan di

2 Ibid., 4-5.



depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.?

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum
agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama mempunyai wewenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang bergama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.* Salah satu bidangnya adalah perkawinan
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun
1989.° Perceraian diperbolehkan asalkan berdasarkan alasan-alasan yang tepat
dan benar scbagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam® dan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “pufusnya
perkawinan yang discbabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

berdasarkan gugatan percerain”®

* Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Is/am, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 36.
* Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

5 Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

§ Kompilasi Hukum Islam, 36.

7 Pasal 39 ayat (2) UU No. | Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

* Kompilasi Hukum Islam, 36.



Undang-undang membedakan antara percerajanA atas kehendak suami
dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut ceras
talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut hukum
Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan. Karena
itu pula, suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan
ikrar talak. Dengan demikian, maka apabila suami hendak mengucapkan ikrar
talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan pengajuan permohouan ijin
untuk mengucapkan ikrar talak. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk
permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontentius, karena di dalamnya
mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara
kontentius untuk melindungi hak-hak istri dalam mencari upaya hukum dan
keadilan. Sedang dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak mempunyai hak
untuk menceraikan suami. Oleh sebab itu ia harus mengajukan gugatan untuk
bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kuasanya.’

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang
guna menyaksikan ikrar talak. Isi dari permohonan tersebut adalah
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-

alasannya. Hal ini diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989.'°

® Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Cet. VIII, 2008), 206-207.

19 pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.



Setelah Pengadilan Agama memeriksa berkas permohonan suami yang
mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak, sementara kedua pihak
tidak berhasil didamaikan, bahkan yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup
rukun dalam rumah tangga, maka majelis hakim memutuskan bahwa
permohonan cerai talak tersebut dikabulkan dan memberikan izin kepada suami
untuk mengikrarkan talaknya."'

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, terdapat suatu
kewajiban yang melekat pada diri suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum
tertentu. Misalnya, pembayaran nafkah ‘/ddah, nafkah untuk anak, nafkah mut ah
serta nafkah wajib bagi istri yang telah lampau dan belum dibayar oleh suami
yang melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talak.
Meskipun hal-hal tersebut tidak digugat, hakim secara ex officio dapat
menjatuhkan hukuman untuk membayarnya. Akan tetapi, apabila hal-hal
tersebut digugat, maka seyogyanya gugatan tersebut diajukan dalam sidang
kedua bersama dengan jawaban yang disebut gugatan balik atau gugatan
rekonpensi, diajukan pada pengadilan tingkat pertama dan tidak dapat diajukan
dalam tingkat banding atau kasasi.'

Setelah proses persidangan selesai dan keputusannya mempunyai

kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan

" Tim Redaksi Nuansa Aulia , Kompilasi Hukum Islam, 39.
"> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, 106-107.



agama yang dibuka untuk umum." Bagi pihak yang dikalahkan atau yang belum
puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama, maka terbuka baginya untuk
mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya
meliputi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dengan diajukannya
permohonan banding, maka perkara menjadi mentah kembali.'

Dalam hal pengajuan banding, pembanding diberikan hak untuk
membuat memori banding, yaitu suatu surat yang berisi alasan-alasan apa
sebabnya pembanding mengajukan permohonan banding. '° Dan tidak
diperbolehkan mengajukan gugatan melawan atau gugatan rekonpensi dalam
memori banding, hal ini diatur dalam pasal 132 a ayat (2) HIR yang berbunyi:
“jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan melawan,
maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu.*®

Permasalahan muncul ketika penggugat rekonpensi menambah materi
gugatan rekonpensi/gugatan melawan dalam memori banding. Padahal menurut
pasal 132 a ayat (2) HIR apabila gugatan melawan/rekonpensi tidak diajukan
dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, maka dalam pemeriksaan

tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. Dalam permasalahan ini,

13 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 39.

' Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju,Cet. VIII, 1997), 1477,

15 R. Subekti, Hukum Acara Perdata(Bandung: Bina Cipta, Cet. 111, 1989), 154.
18 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan, (Bogor: Politeia, 1995), 92.



bagaimanakah penerapan pasal 132 a ayat (2) terhadap penambahan materi
gugatan rekonpensi yang diajukan dalam memori banding.

Selama proses persidangan berlangsung tergugat/istri mengajukan
gugatan rekonpensi yang menuntut hak pasca perceraian, seperti hak
mendapatkan muyt ah, nafkah “ddah, dan nafkah anak tanpa menyebutkan hak
nafkah yang telah lampawnafkah madiyyah. Setelah putusan dijatuhkan,
ternyata pihak tergugat merasa tidak puas atas apa yang menjadi putusan
Pengadilan Agama Ponorogo dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dengan menyertakan memori banding yang di dalamnya
diajukan gugatan melawan/gugatan rekonpensi mengenai nafkah madiyyah yang
tidak tercantum dalam gugatan rekonpensi pada pengadilan tingkat pertama.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya
memutuskan pembatalan atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo dan
mengabulkan  untuk memberikan nafkah  madiyyah yang diajukan
Tergugat/Pembanding meskipun gugatan tersebut diajukan dalam memori
bandingnya. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa dalam sengketa
perceraian, gugatan rekonpensi merupakan /ex specialis dari gugatan pada
umumnya. Karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama

terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya,



sehingga dalam persidangan tersebut tidak mengajukan  gugatan
balik/rekonpensi.!”

Akan tetapi apabila dilihat dari fakta hukum pada putusan Pengadilan
Agama Ponorogo sudah jelas bahwa kedua belah pihak (suami dan istri) telah
sepakat untuk sama-sama mengakhiri biduk rumah tangganya. Hal ini terlihat
dari tidak berhasilnya majelis hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak,
tidak adanya kehendak untuk rukun lagi serta diajukannya gugatan rekonpensi
mengenai hak-hak istri pasca perceraian oleh pihak istri pada sidang tingkat
pertama.

Berdasarkan gambaran kasus di atas, penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut kasus tersebut dan menuangkannya dalam judul skripsi “Penerapan
Ketentuan Pasal 132 a Ayat (2) HIR Terhadap Penambahan Materi Gugatan
dalam Memori Banding (studi putusan PTA  Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby)”

. Identifikasi dan Batasan masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang
timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Aturan ketentuan gugatan rekonpensi dalam hukum acara perdata
2. Syarat formil keabsahan pengajuan gugatan rekonpensi

3. Hak penggugat dalam melakukan perubahan gugatan

' Berkas salinan putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G.2011/PTA.SBY



Aturan ketentuan perubahan gugatan dalam hukum acara perdata

Batasan perubahan yang diperbolehkan dalam merubah gugatan

Penerapan pasal 132 a ayat (2) HIR terhadap larangan penambahan materi
gugatan dalam memori banding

Pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam mengabulkan gugatan atas
penambahan materi gugatan dalam memori banding dalam putusan No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding
dalam putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut perlu dibatasi hanya

pada 3 masalah, yaitu:

1.

Penerapan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan penambahan
materi gugatan dalam memori banding.

Pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam mengabulkan gugatan atas
penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di
pengadilan tingkat pertama pada putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Analisis hukum acara perdata terhadap putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan
materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan

tingkat pertama.
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C. Rumusan masalah
Masalah-masalah yang sudah dibatasi di atas dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan scbagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan
penambahan materi gugatan dalam memori banding?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam mengabulkan
gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak
diajukan di pengadilan tingkat pertama pada putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby?

3. Bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap putusan PTA Surabaya
No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan
materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan
tingkat pertama?

D. Kajian Pustaka
Permasalahan mengenai pasal 132 (a,b) HIR belum banyak dibahas,
bahkan tentang penambahan materi gugatan dalam memori banding pun belum
ada karya tulis yang membahasnya, sejauh penulusuran yang penulis lakukan ada
satu karya tulis yang membahas mengenai pasal 132 (a,b) HIR dan gugatan

rekonpensi tentang nafkah madiyyah, serta tentang perubahan gugatan, di

antaranya adalah:
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Skripsi karya Ainun Nisa yang berjudul: “Urgensi Penerapan Pasal 132
(a,b) HIR Tentang Gugat Rekonpensi (Studi Analisis Terhadap Putusan PA
Surabaya Tentang Cerai Talak Sampai Pada Putusan PK MA. RI Dalam
Memutuskan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Istri Murtad)”. Fakultas
Syariah, Ahwal As-Syakhshiyyah tahun 2006.'¢ Skripsi ini membahas tentang
pembatalan putusan PA Surabaya, putusan banding dan putusan kasasi yang
menguatkan putusan PA Surabaya yang memberikan hak asuh anak kepada
suami karcna istri telah murtad akan tetapi setelah diajukan peninjauan kembali,
hakim tinggi MA RI memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz (3 tahun)
kepada istri yang murtad.

Skripsi karya Moh. Thobib Dzikrul Hasan yang berjudul: “Gugatan
Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkan Batin Istri Kepada Suaminya Pada Masa
Berpisah (Madiyyah) Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Lumajang
No. 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmj)”. Fakultas Syariah, Ahwal As-syakhshiyyah
tahun 2006. " Skripsi ini membahas tentang penolakan gugatan rekonpensi
tergugat yang berupa pemenuhan nafkah batin (seks) yang telah

lampaw/madliyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang. Adapun

"™ Ainun Nisa, Urgensi Penerspan Pasal 132 (a,b) HIR Te entang Gugat Rekonpensi (Studi
Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Tentang Cerai Talak Sampai Pada Putusan PK MA. RI
Dalam Memutuskan Pemberian Hak Asul Anak Kepada Istri Murtad), Skripsi 2006, Fakultas
Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

* Moh. Thobib Dzikrul Hasan, Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Natkan Batin Istri
kepada Suaminya pada Masa Berpisah (madliyah) dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA
Lumajang No. 1715/Pdt.G/2006/PA.Lmyj), Skripsi 2006, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel
Surabaya.
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pertimbangan majelis hakim dalam menolak gugatan tersebut adalah bahwa
tuntutan nafkah batin itu merupakan perkara abstrak dan tidak satu pun dasar
yang kuat untuk mengabulkan tuntutan nafkah batin istri dalam bentuk materiil,
dan konkretnya adalah nafkaha batin bagi istri merupakan hak sekaligus
kewajiban begitu juga sebaliknya, dan dalam literatur figih atau hukum Islam
sendiri tidak dikenal adanya tuntutan nafkan batin istri dalam bentuk materiil.

Skripsi karya Qudratullah Latif yang beriudul “Tinjauan Hukum Formil
Terhadap Perubahan Gugatan (Analisis Pembatalan Putusan PTA Surabaya No.
242/Pdt.G/2010/PTA.SBY Terhadap Putusan PA Blitar  No.
826/Pdt.G/2010/PA.B])”. Fakultas Syariah, Ahwal As-Syakhshiyyah tahun
2011.%° Skripsi ini membahas tentang pembatalan putusan PA Blitar oleh PTA
Surabaya tentang permohonan izin poligami yang di dalamnya dilakukan
perubahan gugatan, hakim PA Blitar tidak secara tegas memutuskan apakah
perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, setelah diajukan
banding, hakim PTA memutuskan menolak permohonan izin poligami pemohon
dan menolak perubahan gugatan pemohon.

Skripsi karya Zakiyatus Syarifah yang berjudul “Perubahan Isi Gugatan

dalam Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)’, Fakultas

2 Qudratullah Latif, Tinjauan Hukum Formil Terhadap Perubaban Gugatan (Analisis
Pembatalan Putusan PTA Surabaya No. 242/Pdt.G/2010/PTA.SBY Terhadap Putusan PA Blitar No.
826/Pdt.G/2010/PA.BI), Skripsi 2011, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
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Syariah, Ahwal As-Syakhshiyyah tahun 1999.%' Skripsi ini membahas tentang
pengabulan perubahan/pencabutan gugatan yang diajukan pemohon/istri, karena
pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab.

Sedangkan dalam skripsi ini penulis menitikberatkan pada penambahan
materi gugatan rekonpensi yang diajukan di pengadilan tingkat banding.

Tujuan Penelitian

Penclitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami penerapan ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan
penambahan materi gugatan dalam memori banding.

2. Memahami pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam mengabulkan
gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding yang tidak
diajukan di pengadilan tingkat pertama pada putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

3. Menganalisis putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang
pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding
yang tidak diajukan di pengadilan tingkat pertama.

Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini, setidaknya diharapkan akan berguna dan

bermanfaat untuk dua hal:

2 Zakiyatus Syarifah, Perubahan Isi Gugatan dalam Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan

Agama Surabaya), Skripsi 1999, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
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1. Aspek teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penerapan hukum acara perdata
di lingkungan peradilan agama.
2. Aspek praktis. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan
pertimbangan bagi majelis hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.
G. Definisi operasional
Untuk mempermudah pemahaman atas konsep maupun variable yang ada
dalam skripsi ini, maka beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian
perlu di definisikan secara operasional agar pembahasannya lebih terarah dan
tidak terlalu luas. Adapun konsep yang didefinisikan adalah:

1. Ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR : Adalah salah satu pasal dalam HIR yang
menjelaskan tentang larangan mengajukan gugatan melawan dalam tingkat
banding.*

2. Penambahan materi gugatan: Adalah menambah apa yang dituntut dalam
gugatan.”> Maksud dari penambahan materi gugatan di sini adalah pihak
penggugat rekonpensi/Pembanding menambah materi gugatannya yaitu
meminta hak nafkah yang telah lampau dan belum terbayar/nafkah madiyyah

dalam memori bandingnya.

Z R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, 92.
2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, 98,
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3. Memori banding: Adalah suatu surat yang dibuat oleh pembanding yang
berisi alasan-alasan apa sebabnya pembanding mengajukan permohonan
banding.**

H. Metode Penelitian
I. Data yang Dikumpulkan
Terkait dengan permasalahan di atas, maka data yang dikumpulkan
penulis adalah:

a. Cara penerapan pasal 132 a ayat (2) HIR tentang larangan penambahan
materi  gugatan dalam  memori banding pada putusan No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

b. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby. dalam memutus perkara
pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memorj
banding.

¢. Ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR terhadap putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

d. Data perubahan/penambahan gugatan menurut hukum acara perdata.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

sumber data sekunder yang terdiri dari:

 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oecripkartawinata, Hukum Acara Perdata, 158.
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-baﬁéﬁ:hukum yang mengikat.”* Dalam
skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah Undang-
undang Hukum Acara Perdata dari zaman penjajahan yang masih berlaku
sampai sekarang, yaitu Pasal 132 a ayat (2) HIR

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil
karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. %6 Adapun bahan hukum
sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Hasil karya dari kalangan hukum yaitu RIB/HIR dengan
penjelasannya, R. Soesilo
2) Hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yaitu, berupa
Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.SBY
3) Hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli, yaitu berupa
Salinan  putusan  Pengadilan =~ Agama  Ponorogo  No.
1621/Pdt.G/2010/PA.Po.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sumber data di

atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

» Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: IU Press, Cet. III, 1986), 52

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjavan Singkat,
(Jakarta: CV Rajawali, 1985), 15
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a. Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, dokumen, peraturan-
peraturan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
lengger, agenda dan sebagainya.?’ Teknik ini penulis gunakan untuk
mengumpulkan data tentang Cara penerapan pasal 132 a ayat (2) HIR
tentang larangan penambahan materi gugatan dalam memori banding
pada putusan No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby., Dasar hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby. dalam memutus perkara pengabulan gugatan
atas penambahan materi gugatan dalam memori banding, data tentang
ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR terhadap putusan PTA Surabaya No.
211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan data yang berkaitan dengan
perubahan/penambahan gugatan.

b. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait
permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap
permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola. kategori dan satuan uraian

2" Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
Cet. XII1, 2006), 231.
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data. ?® Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, secara
mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada
yang terlupakan.29

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif,
dengan metode analisis deskriptif. Analisis data kualitatif adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi serta bahan-bahan lain.
Schingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan
kepada orang lain. Dan metode analisis deskriptif adalah metode yang
digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang
dibahas dengan menyusun fakta-fakta yang ada schingga membentuk
konfigurasi (wujud) masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Kemudian
data tersebut dianalisis dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan
apa yang terdapat dalam hukum acara perdata dengan pola pikir deduktif
induktif.

Pola pikir deduktif induktif. Pola pikir deduktif, yaitu suatu pola yang
memaparkan suatu masalah yang bersifat umum untuk menarik suatu
kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis akan akan

memaparkan suatu masalah yang bersifat umum yang berkaitan dengan

2 [ exy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet.
26, 29), 248

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), 172
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gugatan rekonpensi, banding, kewenangan pengadilan tinggi agama, serta
perubahan materi gugatan yang kemudian digunakan untuk membahas
tentang penambahan materi gugatan dalam banding. Pola pikir induktif,
yaitu fakta-fakta yang ada akan dipelajari lagi secara khusus dan hasilnya
akan didapat suatu kesimpulan secara umum/generalisasi. Dalam hal ini data
dari penambahan materi gugatan dalam banding akan disimpulkan lagi dan
disesuaikan dengan hukum acara perdata, sehingga akan didapat kesimpulan
berupa kesesuaian penambahan materi gugatan dalam banding dengan hukum
acara perdata.
Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi
lima bab yang kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab, adapun sistematika
pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kcdua berisi landasan teori, yaitu tentang gugatan rekonpensi,
banding, kompetensi Pengadilan Tinggi Agama, dan perubahan dan/atau

penambahan gugatan.
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Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian, yaitu yang tediri dari
gambaran umum tentang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi putusan
pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan
pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara
pembatalan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 1621/Pdt.G/2010/PA.Po
dan pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding
No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Bab keempat berisi tentang analisis penerapan pasal 132 a ayat (2) HIR
tentang larangan penambahan materi gugatan dalam memori banding, analisis
terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
mengabulkan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam memori banding
yang tidak diajukan di pengadilan tingkat pertama pada putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, dan analisis hukum acara
perdata  terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
No.211/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pengabulan gugatan atas penambahan
materi gugatan dalam memori banding yang tidak diajukan di pengadilan tingkat
pertama.

Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



